
BUPATI TOJO UNA-UNA
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR 1C TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang: a. bahwa u n t u k  m e m b i a y a i  penye lenggaran  p e m e r i n t a h a n ,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan d a n
pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu pengaturan d l a m
pengelolaan keuangan di desa;

b. bahwa u n t u k  melaksanakan Pasal 4 3  Peraturan Menteri  Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
tata cara Pengelolaan Keuangan d i  Desa diatur dengan Peraturan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huru f  b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 3 2  Ta h u n  2 0 0 3  tentang Pembentukan
1114) K a b u p a t e n  Tojo Una-Una d i  Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nornor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 4  Nomor  7 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 3  Ta h u n  2 0 1 4  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 3  Ta h u n  2 0 1 4  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 91
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6  Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una
(Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. D a e r a h  adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemer in tah  Daerah adalah Bupat i  d a n  perangkat daerah sebagai u n s u r

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. B u p a t i  adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. D e s a  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat  h u k u m  y a n g  memi l i k i  batas-batas w i layah  y a n g
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k  asal-usul
dan/atau h a k  t rad is ional  y a n g  d i a k u i  d a n  d i h o r m a t i  d a l a m  s i s t e m
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PemerintahanDesa a d a l a h  penyelenggaraan u r u s a n  pemer in tahan d a n
kepentingan masyarakat  setempat d a l a m  s i s t em  Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. d i
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6. Pemer in tah  Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. B a d a n  Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
Demokratis.

8. K e u a n g a n  Desa adalah semua hak dan kewajiaban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang  mel iput i
perencanaan, p e l a k s a n a a n ,  p e n a t a u s a h a a n ,  p e l a p o r a n  d a n
pertanggungjawaban.

10. Anggaran Pendapatan d a n  Belanja Daerah, y a n g  selanjutnya d i  s ingkat
APBD,adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

12. Rencana Ker ja  Pemerintah Desa, selanjutnya dis ingkat RKPDesa adalah
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

13. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dar i  seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

14. Pengeluaran Desa adalah uang  yang dikeluarkan d a r i  APBDesa melalu i
rekening kas desa.

15. Dana  Desa adalah dana yang bersumber dar i  anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemb inaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi  D a n a  D e s a  selanjutnya d is ingkat  dengan A D D  a d a l a h  d a n a
perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

17. Bag i  Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten kepada Desa dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten. 9;
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18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah
desa yang menampung seluruh penerimaan desa d a n  digunakan u n t u k
membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau
sebutan n a m a  l a i n  y a n g  k a r e n a  jabatannya mempunya i  kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keungan Desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsu r  perangkat desa yang membantu Kepala Desa un tuk
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Desa.

22. Kepala Seksi adalah Unsur dan Pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
23. Bendahara adalah u n s u r  s ta f  Sekretariat Desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan. keuangan Desa.
24. Surp lus  Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan

belanja desa.
25. Def is i t  Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan

belanja desa.
26. S isa  Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan  pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

27. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2
(1) Keuangan D e s a  dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel ,

Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1  januari  sampai
dengan tanggal 31 Desember.
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(3)

(1)

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3
(1) K e p a l a  Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan m i l i k  desa yang
dipisahkan.

(2) K e p a l a  Desa  sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
e. melakukan t i n d a k a n  y a n g  mengakibatkan pengeluaran a t a s  b e b a n

APBDesa.
Kepala desa dalam melaksanakan Pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD.

Pasal 4
PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3  ayat  (3) berasal dan u n s u r
perangkat desa, terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.
PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 5
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4  aya t  (1) h u r u f  a,
bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan Keuangan desa.
Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
b. menyusun rancangan peraturan d e s a  ten tang  APBDesa, Perubahan

APBDesa dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan y a n g  t e l ah

ditetapkan dalam. APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
e. melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti  penerimaan dan pengeluaran

APBDesa.
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(1)

Pasal 6
Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf  b, bertindak
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) K e p a l a  seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa

yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan:
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran a tas  beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

(1)

Pasal 7
Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) hu ru f  c, dijabat oleh
staf pada urusan keuangan.

(2) Bendahara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima,
menyiapkan, m e n y e t o r k a n /  membayar, m e n a t a u s a h a k a n  d a n
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa d a n  pengeluaran
pendapatan desa dalarn rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
APBDesa

Pasal 8

APBDesa terdiri atas :
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
Pendapatan D e s a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  b,
menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
Pembiayaan D e s a  sebagaimana d i rnaksud p a d a  a y a t
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 9

(1) huruf  a ,

diklasifikasikan

(1) h u r u f  c ,

6



Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8  ayat  (1) h u r u f  a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang t idak perlu dibayar kembali oleh
desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
a. Pendapatan. Asli Desa;
b. Transfer; dan
c. Pendapatan lain-lain.

(3) Ke lompok  Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  a,
terdiri atas jenis:
a. Hasi l  usaha;
b. Hasil  aset;
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.

(4) H a s i l  usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hu ru f  a, antara lain
hasil Bumdes dan Tanah kas desa.

(5) H a s i l  aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf  b, antara lain tambatan
perahu, pasar desa, tempat pemandian urnum dan jaringan irigasi.

(6) Swadaya,  partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran
serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

(7) L a i n -lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru f  d,
antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10
(1) Ke lompok  Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat (2) h u r u f  b,

terdiri atas jenis :
a. Dana Desa;
b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa; dan
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

(2) Ke lompok  Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf c, terdiri atas jenis :
a. Hibah dan sumbangan dan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
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Pasal 11
(1) H i b a h  dan sumbangan dan p ihak  ketiga yang t idak mengikat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf  a, adalah pemberian berupa uang dari
pihak ketiga.

(2) L a i n -lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf  b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 12
(1) Be lan j a  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (1) hu ru f  b, meliputi

semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh desa.

(2) Be lan j a  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dipergunakan da lam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang ditetapkan. dalam
APBDesa digunakan dengan ketentuan :
a. pal ing sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja

Desa digunakan u n t u k  mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dar i  jumlah Anggaran Belanja
Desa digunakan untuk :
1. penghasi lan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. operasional Pemerintahan Desa;
3. tun jangan  dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. i n sen t i f  rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 13
(1) B e l a n j a  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  ayat  (1) terdir i  atas

kelompok
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Talc Terduga.

(2) Ke lompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalarn kegiatan
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
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(3) Berdasarkan pengelompokannya jenis belanja terdiri atas:
a. Pegawai

1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta. tunjangan BPD
yang bersumber dari ADD yang besarannya diatur dengan Peraturan.
Bupati.

2. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1,  dianggarkan
dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,  kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

b. Barang dan Jasa
1. Belanja B a r a n g  d a n  J a s a  d igunakan  u n t u k  pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dan 1 2
(dua belas) bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara
lain :
a) alat tulis kantor;
b) benda pos;
c) a lat  listrik dan elektronik
d) bahan / material;
e) pemeliharaan;
f) cetak/pengadaan;
g) sewa kantor desa;
h) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
i) makanan dan minuman;
j) pakaian dinas dan atributnya;
k) perjalanan dinasdan Dukungan Transportasi;
1) u p a h  kerja;
m) honorarium narasumber/ahli;
n) operasional Pemerintah Desa;
o) operasional BPD;
p) operasional LPM;
q) operasional PKK;
r) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
s) biaya kursus-kursus singkat PKK; dan
t) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. ea
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c. Modal.
1. Belanja M o d a l  d i g u n a k a n  u n t u k  pengeluaran d a l a m  r a n g k a

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang ni la i  manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
desa.

Pasal 14
(1) D a l a m  keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa

dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud

pada ayat  (1) merupakan keadaan yang sifatnya t i dak  biasa a tau  t i dak
diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ya i t u  antara la in
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan  Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah;
(5) Keadaan darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Kegia tan dalam keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 15
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8  ayat  (1) h u r u f  c,

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2)  h u r u f  a ,
mencakup
.a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasi l  Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.93
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(4) S i L PA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru f  a, antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana
kegiatan lanjutan.

(5) S i L PA sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 4 )  m e r u p a k a n  pener imaan
pembiayaan yang digunakan untuk
a. menutupi  defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhi r  tahun anggaran

belum diselesaikan.
(6) Pencai ran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) h u r u f  b,

digunakan u n t u k  menganggarkan pencairan dana cadangan dar i  rekening
dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) H a s i l  penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huru f  c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.

Pasal 16
(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf

b, terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemer intah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) h u r u f  a, un tuk  mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembentukan D a n a  Cadangan sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 2 )
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. t ahun  anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dan penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dan penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan. a.

(3)

(4)

(5)
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(6)

(7)

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  a,
ditempatkan pada rekening tersendiri.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala
Desa.

BAB V
PENGELOLAAN APBDesa

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 17
(1) Pemer intah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan

kewenangannya d e n g a n  m e n g a c u  p a d a  perencanaan Pembangunan
Kabupaten.

n ( 2 )  Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1)
disusun secara berjangka meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa u n t u k  jangka waktu  6

(enam) tahun d a n
b. Rencanan Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana  Pembangunan J a n g k a  Menengah D e s a  d a n  Rencana  K e r j a
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana K e r j a  Pemer in tah  D e s a  merupakan  sa tu-sa tunya  d o k u m e n
perencanaan di Desa.
Rencana Pembangunan J a n g k a  Menengah D e s a  d a n  Rencana  K e r j a
Pemerintah D e s a  merupakan  pedoman d a l a m  penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

(5)

Pasal 18

(1) Perencan.aan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) D a l a m  menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada a y a t  (1),Pemerintah D e s a  w a j i b  menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa. 492
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(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program,
kegiatan,dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai o leh Anggaran
Pendapatan. dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(4) Pr ior i tas,  Program, Kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 3 )  d i rumuskan  berdasarkan pen i la ian  te rhadap
kebutuhan Masyarakat Desa yang meliputi
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia ;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif ;
d. pengembangan dan  pemanfaatan teknologi tepat guna u n t u k  kemajuan

ekonomi ; dan
e. peningkatan kua l i tas  ketert iban d a n  ketenteraman Masyarakat  Desa

berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa.

Pasal 19
(1) Sekretar is  Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
(2) Sekretar is  Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

kepada Kepala Desa.
(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD u n t u k  dibahas dan
disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 20

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupat i  melalui Camat paling lambat 3  (tiga) ha r i  sejak disepakati
untuk dievaluasi.

(2) B u p a t i  menetapkan h a s i l  eva luas i  Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud p a d a  aya t  (1)  pa l ing  l ama  2 0  ( d u a  pu luh)  h a r i  ke r j a  se jak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Dalam h a l  Bupa t i  t i d a k  memberikan has i l  evaluasi da lam batas w a k t u
sebagaimana--dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(3)
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(4) D a l a m  h a l  Bupat i  menyatakan basi l  evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa t idak  sesuai dengan kepentingan u m u m  d a n  peraturan
perundan.g-undangan y a n g  l e b i h  t i n g g i ,  K e p a l a  D e s a  m e l a k u k a n
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari  kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 21
(I) A p a b i l a  hasi l  evaluasi t idak ditindaldanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana

dimaksud da lam Pasal  20ayat  (4)  d a n  Kepala Desa te tap  menetapkan
Rancangan Peraturan. Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2), Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(P) (3 )  D a l a m  ha l  pembatalan sebagaimana dimaksud pada - ayat (2) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(4) K e p a l a  Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa pal ing lama 7
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasa1 22
(1) B u p a t i  dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa kepada Camat.
(2) C a m a t  menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud

. 7 )  p a d a  aya t  (1) pa l ing  lama 2 0  (dua  puluh) h a r i  ke r ja  sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) D a l a m  h a l  Camat  t i d a k  memberikan has i l  evaluasi da lam batas  wak tu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(4) D a l a m  h a l  Camat  menyatakan hasi l  evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa t idak  sesuai dengan kepentingan u m u m  d a n  peraturan
perundang-undangan y a n g  l e b i h  t i n g g i ,  K e p a l a  D e s a  m e l a k u k a n
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari  kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.
Apabila basi l  evaluasi t idak ditindaldanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat  (4) d a n  Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan D e s a  t e n t a n g  APBDesa m e n j a d i  Pe ra tu ran  D e s a ,  C a m a t
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. 9+.

(5)
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Pasal 23
Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24
(1) S e m u a  Penerimaan d a n  pengeluaran d e s a  d a l a m  r a n g k a  pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
(2) S e m u a  Penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(3) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :
a. setelah d i l a k u k a n  ver i f ikas i  d a n  penginputan o l e h  t i m  koord inas i

kabupaten, Pemerintah Desa  dapa t  mengawali pelaksanaan program
kegiatan;

b. Tim  Pelaksana Desa menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan
didalam RKA;

c. setiap Desa wajib memiliki NPWP Desa;
d. Bendahara Desa wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan

pajak ke rekening Kas Negara; dan
e. Jenis-jenis belanja yang dikenakan pajak (PPN-PPh) sesuai dengan format

terlampir.

Pasal 25
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
Jumlah uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pawl' 26
(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk
belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
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(3) Penggunaan biaya tak  terduga terlebih du lu  harus dibuat r incian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27
(1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan u n t u k  melaksanakan kegiatan

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i  verifikasi

oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
(3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap t indakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku k a s  pembantu  kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di Desa.

(4) F o r m a t  Rencana Anggaran Biaya dan format buku  kas pembantu kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat  Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Kepala Desa.

(2) S u r a t  Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 29
ro) ( 1 )  Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

a. Surat  Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi.

(2) F o r m a t  SPP dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1) h u r u f  a  dan  h u r u f  b,  tercantum dalam lampiran I I I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30
(1) D a l a m  pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
a. menelit i  kelengkapan permintaan pembayaran dia jukan o leh pelaksana

kegiatan;
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(2)

(3)

(1)

b. menguji kebenaran perhi tungan tag ihan a t a s  beban  APBDesa
tercantum dalam permintaan pembayaran;
menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
menolak mengajukan permintaan pembayaran o leh
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang  te lah  d i  verif ikasi Sekretaris

c_
d.

yang

pelaksana kegiatan

Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembayaran.
Pembayaran yang te lah d i lakukan sebagaimana dimaksud pada aya t  (2)
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Desa sebagai wajib pungut  pajak penghasilan (PPh) dan  pajak
lainnya, waj ib  menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan  pajak yang
dipungutnya k e  rekening kas  negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bendahara  Desa dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d i  dalam setiap tahapan
pencairan Bendahara Desa diwajibkan untuk menyimpan 5% (lima perseratus)
dari total dana yang cair pada rekening kas desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 32

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara D e s a  w a j i b  melakukan pencatatan se t iap  pener imaan d a n
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara Desa  w a j i b  mempertanggungjawabkan u a n g  me la lu i  laporan
pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
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Pasal 33
(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (2), menggunakan :
a. b u k u  kas umum;
b. b u k u  kas pembantu pajak; dan
c. b u k u  bank.

(2) F o r m a t  B u k u  Kas  Umurn,  B u k u  Kas Pembantu Pajak d a n  B u k u  B a n k
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a, huruf  b dan huruf  c, tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 34
(1) K e p a l a  Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati berupa :
a. Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir.

(2) Lapo ran  semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  a,
berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan pal ing lambat pada akh i r
bulan juli tahun berjalan.

(3) L a p o r a n  semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  b,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

(4) F o r m a t  Laporan semester pertama dan semester akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V  yang merupakan bagian t idak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 35

Kepala D e s a  menyampa ikan  l a p o r a n  pertanggungjawaban r e a l i s a s i
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa_
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(4) Pera turan  Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarnpiri :
a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun

anggaran berkenaan;
b. format laporan kekayaan m i l i k  desa per  31  desember tahun  anggaran

berkenaan; dan
c. format  laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke

desa.
(5) L a p o r a n  Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(6) F o r m a t  laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) L a p o r a n  realisasi d a n  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat.

(2) M e d i a  informasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) antara  la in  papan
pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pasal. 37

(1) Laporan  realisasi d a n  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

(2) Lapo ran  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Perubahan APBDesa

Pasal 38

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
a. keadaan y a n g  menyebabkan ha res  d i lakukan pergeseran a n t a r  jen is

belanja; ar
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b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. ter jadi  penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

d. terjadi per ist iwa khusus ,  sepert i  bencana a lam,  k r i s i s  po l i t i k ,  k r i s i s
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
Penggunaan SiLPA t a h u n  sebelumnya da lam perubahan APBDesa ya i t u
keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tahun berjalan.
Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan ta ta  cara
penetapan APBDesa.

Pasal 39
(1) D a l a m  hal bantuan keuangan dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta

hibah dan  bantuan p ihak  ketiga yang t idak mengikat ke  desa disalurkan
setelah d i te tapkannya Pera tu ran  D e s a  t e n t a n g  Perubahan APBDesa,
perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i  informasikan
kepada BPD.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Desa Melalui APBN

Pasal 40

(1) Penyaluran Dana Desa melalui APBN diselenggarakan sebagai berikut:
a. D a n a  Desa disalurkan oleh Pemerintah Kepada Kabupaten;
b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huru f  a, di lakukan

dengan cara pemindahbukuan dan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

c. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran
berjalan dengan ketentuan:
1. Ta h a p  I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2. Ta h a p  II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
3. Tahap  III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus)
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(2)

(3)

Penyaluran Dana Desa melalui APBN setiap tahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf  c, dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
Penyaluran Dana Desa dari  Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa dilakukan setelah APBDes ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa melalui PAD Bagi Hasil

Pasal 41

Penyaluran Dana yang rnerupakan bagian dan Has i l  Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepada  D e s a  sebesar 1 0 %  (sepuluh perseratus) d a r i  Realisasi
Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dilaksanakan 1 (satu) kali
Pencairan didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
yang didasarkan pada Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.

Bagian Ketiga
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 42

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan Ketentuan :
a. pencairan Dana ADD Tahap I  sebesar 40% dilaksanakan pada bulan April

tahun berjalan disertai dengan Dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah di
Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa mengetahui
Camat;

b. pencairan Dana ADD Tahap I I  sebesar 30% dilaksanakan pada bulan JULI
tahun berjalan dilakukan setelah Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap I yang
telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan yang selanjutnya dimasukan ke
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah u n t u k  d i  Verifikasi kembali
Kelengkapannya dengan mengetahui Camat;

c. pencaiaran D a n a  A D D  Tahap  I I I  sebesar 30% dilaksanakan pada  bu lan
OKTOBER tahun berjalan dilakukan setelah Pertanggungjawaban Dana ADD
Tahap II  yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan yang selanjutnya
dimasukan k e  Badan  Pengelolaan Keuangan d a n  Ase t  Daerah u n t u k  d i
Verifikasi kembali Kelengkapannya dengan mengetahui Camat;

d. khusus u n t u k  Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Kepala Dusun dan Insentif Kepala
Rukun Tetangga (RT) d a p a t  dicairkan set iap bu lannya setelah disahkan
Anggaran pendapatan d a n  Be lan ja  Desa  (APBDes) dengan  memasukan
pertanggungjawaban bulan sebelumnya;
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e. batas waktu Pencairan ADD Tahap III pada tanggal 15 bulan November tahun
berjalan, dan apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka pencairan
tidak bisa dilakukan;
pertanggungjawaban B a i k  Dana Bagi  Basi l ,  ADD,  D a n a  APBN d a n  Dana
Bantuan Keuangan Propinsi dimasukan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu :
1. 1  (satu) rangkap dimasukan. k e  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;
2. 1  (satu) rangkap dimasukan ke  Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset

Daerah;
3. 1  (satu) rangkap dimasukan ke kantor Kecamatan; dan
4. 1  (satu) rangkap Arsip Desa.

g. adapun kelengkapan pertanggungjawaban, Desa mengajukan Surat  Perintah
Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Bendahara dan diketahui Kepala Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
(1) Pemer intah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Desa.
(2) G u n a  pemberian b imbingan d a n  pengendalian d iben tuk  T i m  Fasi l i tasi

APBDesa ditingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap APBDesa d i lakukan o leh  apara t  pengawas i n te rn
pemerintah (aparat  pengawas fungsional) sesuai  dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) C a m a t  melakukan monitoring dan evaluasi/pemeriksaan APBDesa minimal 1
(satu) k a l i  d a l a m  3  (t iga) b u l a n  d a n  d i tuangkan da lam Ber i t a  Acara,
Pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat
Daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
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BAB VI I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupat i  in i  mula i  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupat i

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di  Ampana
pada tanggal g  Tea Ruaai

/ 4 -  BUPATI T 9 &  UNA-UNA,

MSIK LADJALANI

2015
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Lampiran I Peraturan. Bupati Tojo Una-Una
Nomor 1 6  /070f5
Tanggal :  0  fee)Ftuaf2,  a o k i
Tentang :  Pengelolaan Keuangan Desa di

Kabupaten Tojo Una-Una

I .  F o r m a t  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMORT A H U N

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang: a .  b a h w a  sesuai  dengan ketentuan pasal....Peraturan Daerah
Kabupaten To j o  U n a -Una Nomor...Tahun...tentang
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan. Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. b a h w a  r a n c a n g a n  P e r a t u r a n  D e s a  t e n t a n g  A n g g a r a n
Pendapatan d a n  B e l a n j a  D e s a  (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan di sepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa; '

c. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i  maksud
pada h u r u f  a  d a n  h u r u f  b ,  p e r l u  menetapkan Peraturan
Desa t e n t a n g  Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja
DesaT a h u n  Anggaran;

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemer intah N o m o r  4 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor  213 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5539;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n  2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

4. Peraturan Menter i  Dalam Negeri Nomor  T a h u n
 t e n t a n g  Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten To jo  U n a -Una Nomor
Tahun  t e n t a n g   ( L e m b a r a n  D a e r a h
KabupatenT a h u n N o m o r ) ;

6. Dst. .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P E R AT U R A N  D E S A  T E N T A N G  A N G G A R A N
PENDAPATAN D A N  B E L A N J A  D E S A  T A H U N
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa Tahun Anggaran d e n g a n  r incian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa R p
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa R p
b. Bidang Pembangunan R p
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R p
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat R p
e. Bidang Talc Terduga R p

Jumlah Belanja R p
Surplus/Defisit R p

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan R p
b. Pengeluaran Pembiayaan R p

Selisih Pembiayaan (a-b) R p



Pasai 2

Uraian l e b i h  l a n j u t  mengenai  Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja  D e s a
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ,  tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal
IMPALA DESA



2. FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening Uralan ggap)ranAn (R Keterangan
I 2 3 4

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan AsIi Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 I 2

_Hasil
Partisipasi dan Gotong royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer
I 2 I Dana Desa

1 2 2
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Propinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain-Loin
(
\--1 3 1

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak
mengikat

1 3 2 _ Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
I 3 3 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1, 1 1 Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat 'Allis Kantor
- Benda Pos

-lijih'
- Pakaian dinas dan Atr ibut
- Pakain Dinas
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik dan Telefon
- Honor
- dst

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- Dst

2 1 3 Operasional RT/RW
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- Dst



2 , 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1.. ,3 Belanja Modal

-Semen
. - Material

- Dst

2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja -
- Honor
- Dst.

2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa
2 2 2 3 Belanja Modal

. - Aspal
- Pasir
- Dst

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja ,
- Honor
- Dst

r - , 3 2 Kegiatan

2 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 3 1 Kegiatan
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih
- Konsurnsi Pelatih
- Alat Pelatihan
- Dst

2 3 2 Kegiatan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- Dst

4 2 KeO'Etn

2 5 Bidang Tak Terduga
2 5 1 Kegiatan
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Masker Penyaring Udara
- Honor Tim
- Dst

2 5 2 Kegiatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/ DEFISIT



BUPATI TO 0  UNA-UNA, Gy

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan dan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa yang di Pisahkan
JUMLAH (Rp)

. ..
3 2 Pengeluaran Pembiayaan

. 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa

• JUMLAH (Rp)

..

AMSIK LADJALANI



Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-UnaNomor t G  /,2,015-Tanggal :  g C3 ciGt . 2 0  IS-Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una

NO Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) T Nomor Bukt1 Pengeluaran (Rp) JumlahPengembalian keBendahara
Saldo

Dar' BendaharaSwadayaMasyarakat Belagja Barangdan Jasa Belau Modal IRV2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah
.Total Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas •

1 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan
BUKU HAS PEMBANTU KEGIATANDESA... ...... . KECAMATANTAHTJN ANGGARAN

1 Bidang2 Kegiatan

Desa,Tanggal

Pelaksana Kegiatan



Petunjuk Pengisian1 Bidang diisi berdasarkan Klarifikasi Kelompok2 Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkandalam APBDesa3 Kolom 1 diisi dengan Nomor Unit4 Kolom 2 diisi dengan Tanggal Transaksi5 Kolom 3 diisi dengan Uraian Transaksi6 Kolom 4 diisi dengan Jumlah Rupiah yang diterima dari Masyarakat7 Kolom 5 diisi dengan Nomor Bukti Transaksi8 Kolom 6 diisi dengan Nomor Bukti Transaksi9 Kolom 7 diisi dengan Jenis Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa10 Kolom 8 diisi dengan Jenis Pengeluaran Belanja Modal11 Kolom 9 diisi dengan Jumlah Rupiah yang dikembalikan kepada Bendahara12 Kolom 10 diisi dengan Jumlah Saldo Kas dalam rupiah



Lampiran VII Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  t &  i t 4 - i l t / r 4  . 2  0 fS-
Tanggal :  g  T e  G e l s
Tentang :  PengeIolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una

Kode Rekening tiraion Anggaran
(Rp)

Realisast
(RP)

Lebih /
Knrang

(RP)
Ket

.1 2 3
_

4 5 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asti Desa
1 1 1 Basil Usaha
3. 1 2 Swadaya Partisipasi dan Gotong royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asti Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa

1 2 2
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tajo Una-Una

1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 .2 4 Bantuan Keuanganfri-

\--
2 4 1 Bantuan Propinsi
2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain-Lain

1 3 1
Hibah dan Sumbangan dart Pihak Ketiga yang tidak
mengikat

1 3 2 Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1 3 3 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai

Pengbasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian dinas dan Atr ibut
- Pakain kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik dan Telefon
- Honor
- dst

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- Dst

2 1 3 Operasional RT/RW
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jana

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- Dst

FORMAT
LAPORAN PERTANGGIINCiJAWABAN R E A L M S '  PELAKSANAAN APEDesa

PEMERINTAH DESA.
TABUN ANGGARAN



2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - .
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 3 Belanja Modal- Semen- Material- Dst
2 2 1 2Belanja Barang dan Jasa- Upah Kerja- Honor- Dst.
2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa2 2 2 3Belanja Modal- Aspal- Pasir- Dst

..-2 2 2- 2Belanja Barang dan Jasa- Upah Kerja- Honor-Dst
2 3 2 Kegiatan
2 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

—el2 3 1 Kegiatan3 1 2Belanja Barang dan Jasa- Honor Pelatih- Konsumsi Pelatih- Alat Pelatihan_ - Dst
2 3 2‘ Kegiatan
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4 1 Kegiatan2 4 1 2Belanja Barang dan Jasa- Honor Pelatih- Alat dan Bahan Pelatihan-Dst2 4 2 Kegiatan
2 5 Bidang Tak Terduga2 5 1 Kegiatan2 5 1 2Belanja Barang dan Jasa- Masker Penyaring Udara.- Honor Tim-Dst
2 5 2 Kegiatan



JUMLAH BELANJAf

SURPLUS/DEFISIT _,
3 PEMBIAYAAN3, 1 Penerimaan dan Pembiayaan3 1 1 SILPA• 3 1 2 Pencairan Dana CadanganHasil Kekayaan Desa yang di Pisahkan .1

JUMLAH (RP)i 3 2 Pengeluaran Pembiayaan3, 2 1, Pembentukan Dana Cadan_gan3 2 2 Penyertaan Modal Desa —
JUMLAH R



LAPORAN KEKAYAAN MIL1K DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

URAIAN
TAHUN N

(Tahun Periode
TARUN N-1

(Tabun
Pelaporan) Sebeluninya)_ .  _ 2 , _ 3

1 ASET DESA
A. A S E T  LANCAR

1 K a s  Desa
a. Uang Kas dibendahara
b. Rekening Kas Desa

2 Piutang
a. Piutang sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst...

3 Persediaan
n a .  Kertas segel

b. Materai
c. dst...

JUMLAH ASET LANCAR
B ASET TIDAK LANCAR

1 Investas i  Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa

2 A s e t  Tetap
- Tanah
- Peralatan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, jaringan dan Instansi
-ds t

3 D a n a  Cadangan
rni) -  Dana Cadangan

4 A s e t  tidak lancar Iainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A+B)

H. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa

TANGGAL,

TTD
(KEPALA DESA



1 A s e t  Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, dibeLi atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2 Uang  Kas adalah Uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun
di rekening Kas Desa.

3 Piutang Desa adalah tagihan uang Desa kepada pihak yang rnengelola kekayaan Desa antara
lain berupa Tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu)
Tahun Anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

4 Persediaan adalah suatu Kekayaan berupa Barang milik Pemerintah Desa yang dinilai dengan
uang balk berupa Uang Kertas maupun Surat berharga dalam Periode Normal antara lain •kertas
segel, materai, deposito dan Giro

5 A s e t  Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Desa dan Aset tetap milik Desa
antara lain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instansi.

6 Dana  Cadangan adalah Dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang naemerlukan
dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

7 Kekayaan Bersih adalah selisih antara aset dan Kewajiban Pemerintah Desa.



Lampiran V Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor ¶ M - t t 4 )  c o l s "
Tanggal :  v a n " (  . 1 . 0  I S-
Tentang :  Pengelolaan Keuangan Desa. di Kabupaten Tojo Una-Una

Kode Rekening Ural .=
Jumlah

Anggaran
(Bp)

Jundah
Realigns'

(RP)
Lebih/ Kurang

(Bp)
Ket

1 2 3 -  - - 4 -
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa

1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa

1 2 2
Bagian dad. Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

1 2 3 Alokasi Dana Desa
I 2 4 Bantuan Keuangan
I 2 4 1 Bantuan Propinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

r#P\
........."3 Pendapatan Lain-Lain

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 5 Bidang Talc Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFIS1T

3 PEMBIAYAAN
otol'`‘
\ . -  J

1 Penerimaan dan Pembiayaan
1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Desa yang di Pisahkan
JUMLAH (Rp)

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (Rp)

Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan -
Pengeluaran Pembiayaan)
Silpa Tahun Berjalart (selisih antara
Pembiayaan Netto dengan Hasil Surplus/
deficit)

1. FORMAT
LAPORAN REALISASI PELAIISANAAN APBDesa

SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA.

DISETUJUI OLEH
IMPALA DESA



A/ '

Kode Re kening Malan
Juinlah

Anggaran
(Rp)

Juraish
Realisasi

(RP)
Leb1h/ Hwang

(Rp)
Het

1 2 3 4
Pindahan Saldo (Semester Pertama)

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Ash Desa
1 1 1 Basil Usaha
1 1 2 Hasil Aset
I 1 3 Swadaya Partisipasi
1 1 4 Gotong royong
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Penrinpatan Transfer
1 2 1 Dana Desa

1 2 2
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 1 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Propinsi

2 4 2 Bantuan ICabupaten

1 3 Pendapatan Lain-Lain
1 3 1 Hibah

1 3 2 Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1 3 3 Basil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1 3 4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor
C { Benda Fos

- Pakaian dinas dan Atr ibut
- Pakain kerje.
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Petalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listr ik dan Telefon.
- Honor
- dst

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- Dst

2 1 3 Operasional RT/RW -
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- Dst

2. FORMAT
LAPORAN REALISM'  PELAICSANAAN APELlesa

SEMESTER AT U R  TAHUN
TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA



2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran lrigasi
2 2 1 3 Belanja Modal

- Semen
- Material
- D s t

2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- Dst.

2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa
2 2 2 3 Belanja Modal

- Aspal
- Pasir
- Dst

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja

• - Honor
- Dst

2 3 2 Kegiatan

2 3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan
.0."1 3 1 Kegiatan
-̀- 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa •

- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta ._
- Alat Pelatihan
- D s t

2 3 2 Kegiatan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan
2 4 1 2 Belanja Earwig dan Jasa

- Honor.Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- Dst

2 4 2 Kegiatan

2 5 Bidang Tak Terrfuga
2 5 1 Kegiatan
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Masker Penyaring Udara
- Honor Tim
-Ds t

2 5 2 Kegiatan



4

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan dan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa yang di Pisahkan
JUMLAH (Rp)

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentultan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (Rp)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA.

/BUPATI T 0  UNA-UNA,7
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Lampiran IV Peraturan Bupati Tojo Una-UnaNomor 0 2 0  irTanggal g  -r-t t3 fzva al aoTentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una

NoTanggalKode Rek Uraian PenerimaanPengeluaran
Rp.

No MIMI
JumlahPengeluaranKomulatifRp.

Saldo
Rp.Rp.1 2 ,, 4 ' 5 I 6 7 -a 9

JUNILAH Rp Rp

1 Format Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUMDESAKECAMATAN ...............TAHUN ANGGARAN

MengetahuiKEPALA DESA , TglBendahara Desa



Petunjuk Pengisian1 Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas2 Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas3 Kolom 3 diisi dengan Kode Rekening Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas4 Kolom 4 diisi dengan Uraian Transaksi Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas5 Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas6 Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas7 Kolom 7 diisi dengan Nomor Bukti Transaksi8 Kolom 8 diisi dengan Penjumlahan Komulatif Pengeluaran Kas9 Kolom 9 dusi dengan Said() Kas
Catata.n :sebelum ditandatangani Kepala Desa Wajib di Periksa dan di• Paraf oleh Sekretaris Desa



2 Format Buku Kas Pembantu Pajak

NoUrut
. _

Tanggal Uraian
•

Pemotongan
(Rp.)

Penyetoran
(Rp.)

Saldo
(RP.)I 2 3  4 5 - 6-

. .JUMLAH

BUKU KAS PEMBANTU PAJAKDESA ..... ..................K.ECAMATAN• • • • • • • • • • • •  Of • ft• . . . . .  • OOOOO • • • •S •  •TAHUN ANGGARAN........

MengetahuiKEPALA DESA

Petunjuk Pengisian1 Kolom 1 dusi dengan2 Kolom 2 diisi dengan3 Kolom 3 diisi dengan4 Kolom 4 diisi dengan5 Kolo.m 5 diisi dengan6 Kolom 6 diisi dengan

Nomor Unit Penerimaan Kas atau Pengeluaran KasTanggal Penerimaan Kas atau Pengeluaran KasUraian Penerimaan Kas atau Pengeluaran KasJUmlah Rupiah Pen.erimaan KasJumlah Rupiah Pengeluaran KasSaldo Buku Kas Bendahara

, TglBendahara Desa



PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASI IK RE -DESA

No Jenis
Kegiatan

Lokasi
Kegiatan

Rincian
Keglatan Volume Satuan Slumber Dana Jumlah

(RP)
1 2 3 . 4 5 6 7 8

Sub Total Jenis Kegiatan (1)

°lb)

Sub Total Jenis Kegiatan (2)

Sub Total Jenis Kegiatan (3)

"11

Sub Total (4)

Grand Total (1 s /d  4)

3. Format Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa

Tanggal
Desa
Kecamatan
Kabupaten

TANGGAL,

'ITD
(IMPALA DESA



Lampiran III Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  T A - f - f f i r y  G I C
Tanggal :  9  T-et,R . 2 . o i r
Tentang Pengelo laan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una

NO Uralan Pagu Anggaran Pencalran s.d yg
Lalu

Permintaan Jumlab Sampal
Bacot ini

Sisa Dana
Sekarang

(Rp) (RP) (Rp) (Rp) (Re)
2 3 4 5 - 6 7

riga).

JUMLAH

FORMAT Surat Permintaan Pembayaran (SP?)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
DESA.H E C A M A T A N . . .  .  ...

TABUN ANGGARAN

1 Bidang
2 Kegiatan
3 Waktu Pelaksanaan
4 Rincian Pendanaan

Telah dilakukan Verifikasi
Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

, T a n g g a l
Pelaksana Kegiatan

Telah dibayar Lunas
Bendahara

Petunjuk Pengisian
1 B i d a n g  diisi dengan Kode rekening berdasarkan Klarffikasi Kelompok Belanja Desa
2 Kegiatan diisi dengan Kode rekening sesuai urutan Kegiatan dalam APBDesa
3 Ko lom  1 diisi dengan Nomor Unit
4 Ko lom 2 diisi dengan Rincian Penggunaan Dana Sesuai Rencana Kegiatan
5 K o l o m  3 diisi dengan Rincian Pagu Dana Sesuai dengan Rencana Kegiatan
6 K o l o m  4 diisi dengan Rincian. Jumlah Anggaran yang telah dibayar sebelumnya
7 K o l o m  5 diisi dengan Rincian yang dimintakan untuk dibayar
8 K o l o m  6 diisi dengan rincian Jurnlah Permintaan dana sampai saat ini
9 K o l o m  7 diisi dengan Sisa Anggaran



2 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESAK E C A M A T A N

TAHUN ANGGARAN

1 Bidang
2 Kegiatan
3 Waktu Pelaksanaan
4 Rincian Pendanaan

NO URAIAN
2

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp) (Rp)

JUMLAH

Disetujui/Mengesahican
Kepala Desa

(Pi')

 , T a n g g a l
Pelaksana Kegiatan

Petunjuk Pengisian
1 B i d a n g  diisi dengan Kode rekening berdasarkan Klarifikasi Kelompok Belanja. Desa
2 Keg ia tan  diisi dengan Kode rekening sesuai urutan Kegiatan dalam APBDesa
3 K o l o m  1 diisi dengan Nomor Urut
4 K o l o m  2 diisi dengan Uraian Berupa Rincian Kebutuhan dalam Kegiatan
5 K o l o m  3 diisi dengan Volume dapat berupa Jtunlah Orang/Barang
6 K o l o m  4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar

orang/Barang
7 K o l o m  5 diisi dengan Jumlah Perkalian antara Kolom 3 dengan Kolom 4

4 11 (  BUPATI TyjJO UNA-UNAc,111
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2 Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGITNGJAWAB BELANJA
DESA

TAHUN ANGGARAN

1 Bidang
2 Kegiatan

c-•

NO
I

PENERIMA URAIAN JUMLAH

3
RP)
4

JUMLAH

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir untuk
kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

T a n g g a l
Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan

Petunjuk Pengisian
1 A n g k a  1 diisi dengan Nama Desa dan Tahun Anggaran
2 B i d a n g  diisi dengan Kode rekening berdasarkan KlarifIkasi Kelompok Belanja Desa
3 Kegiatan diisi dengan Kode rekening sesuai urutan Kegiatan dalam APBDesa
4 K o l o m  1 diisi dengan Nomor Urut
5 K o l o m  2 diisi dengan Penerimaan Pembayaran yang ada bukti belanja
6 K o l o m  3 diisi dengan Uraian Keperluan Belanja
7 K o l o m  4 diisi dengan Jumlah Belanja
8 B a n s  Jumlah diisi Jumlah Keseluruhan

/ B U P A T I  T J O  UNA-UNA

SIK LADJALANI



Lampiran VI Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor :  1 6  TA-t-f-t iW .2.0-1- , „ . . .
Tanggal :  0  f e e p u a R c  .2O1.5
Tentang :  Pengelolaan Keuabgan Desa di

Kabupaten Tojo Una-Una

1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggundawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOM012.T A H U N

TENTANG

LAPO RAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IMPALA DESA

Menimbang: a .  ' b a h w a  sesuai  dengan ketentuan pasal....Peraturan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor... Tahun. .  .tentang
kepala desa wajib menyusun peraturan desa tentang Laporan
pertanggungjawaban R e a l i s a s i  P e l a k s a n a a n  a n g g a r a n
pendapatan dan Belanja DesaT a h u n  anggaranU n t u k
di evaluasi oleh Bupati ;

b. bahwa hasil  Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
belanja DesaT a h u n  Anggaran s e b a g a i m a n a  dimaksud
pada huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Desa  t e n t a n g
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja DesaT a h u n  Anggaran;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah N o m o r  4 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 N o m o r  213 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5539;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

4. Peraturan M e n t e r i  D a l a m  N e g e r i  N o m o r
Tahun t e n t a n g  Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten To j o  U n a -Una Nomor
Tahun  t e n t a n g   ( L e m b a r a n  D a e r a h
KabupatenT a h u n N o m o r

6. Dst..

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P E R AT U R A N  D E S A  T E N T A N G  L A P O R A N
PERTANGGUNGJAWABAN R E A L I S A S I  P E L A K S A N A A N
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN D A N  BELANJA
DESAT A H U N  ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa Tahun Anggaran d e n g a n  r incian
sebagai Berilcut :

1. Pendapatan Desa R p
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa R p
b. Bidang Pembangunan R p
e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R p
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat R p
e. Bidang Tak Terduga R p

Jumlah Belanja R p
Surplus/Defisit R p

3. -Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan R p
b. Pengeluaran Pembiayaan R p

Selisih Pembiayaan (a-b) R p



v

1. Lampiran I • Laporan Pertanggungjawaban Real isas i  Pelaksanaan

2. Lampiran II
APBDesa Tahun Anggaran ....;
Laporan Program Sektoral d a n  Program Daerah yang
Masuk ke Desa.

Pasal 2

Uraian leb ih  l an ju t  mengenai Hasil. Pelaksanaan anggaran Pendapatan d a n
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

IMPALA DESA

/ B U P A T I  TOJ UNA-UNA, gi
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3 Format Buku Bank Desa

N ggalTTanransaksi Uralan Transaksi Bukti
Transaksi

Pemasukan Pengeluaran
S a l d oSetoran

(Rp.)
Bunga Bank

(Rp)
Penarikan

(Rp)
Pajak
(Rp)

BiayaAdministrasi
(Rp)I 4 3 4 5 6 8 9 76__Z

Total Transaksi Bulan In' _ - _
Total Transaksi Komulatif -

BUKU BANK DESA
DESAK E C A M A T A N

TAHUN ANGGARAN
BULAN
BANK CABANG
REK. NO

Mengetahui
KEPALA DESA , Tgl

Bendahara Desa



Petunjuk Pengisian1 Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Pemasukan dan Pengeluaran dengan Bank2 Kolom 2 diisi dengan Transaksi Bank3 Kolom 3 diisi dengan Uraian Transaksi Pemasukan dan Pengeluaran4 Kolom 4 diisi dengan Bukti Transaksi5 Kolom 5 diisi dengan Pernasukan Jumlah Setoran6 Kolom 6 diisi dengan Pemasukan Jumlah Bunga Bank7 Kolom 7 diisi dengan Penegluaran Jumlah Penarikan- 8 Kolom 8 diisi dengan Pengeluaran Jumlah Pajak9 Kolom 9 diisi dengan Pengeluaran Maya Administrasi'10 Kolom 10 diisi dengan Saldo Bunga

(  BUPATI JO UNA-UNAF1
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